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ABSTRAK : Perkawinan Di Bawah Umur Yang Terjadi Akibat Persetubuhan Di Bawah Umur 

Merupakan Isu Hukum Yang Memerlukan Perhatian Serius Dalam Konteks Perlindungan Anak 

Dan Penegakan Hukum. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Dispensasi Perkawinan 

Bagi Individu Yang Telah Melakukan Persetubuhan Di Bawah Umur, Serta Implikasi Hukum 

Dan Sosialnya. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Normatif, Yang 

Berfokus Pada Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Doktrin Hukum Terkait. 

Pendekatan Ini Melibatkan Studi Dokumen, Termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Serta Kajian Terhadap Putusan Pengadilan 

Yang Relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dispensasi Perkawinan Sering Kali 

Diberikan Sebagai Respons Terhadap Situasi Di Mana Hubungan Seksual Telah Terjadi, 

Meskipun Bertentangan Dengan Ketentuan Usia Minimum Untuk Menikah. Hal Ini 

Menimbulkan Pertanyaan Etis Mengenai Legitimasi Perkawinan Tersebut Dan Dampaknya 

Terhadap Hak-Hak Anak. Penelitian Ini Juga Menemukan Bahwa Dispensasi Perkawinan Dapat 

Memperburuk Masalah Pernikahan Dini, Yang Berdampak Negatif Pada Pendidikan Dan 

Kesehatan Reproduksi Remaja. Kesimpulan Dari Penelitian Ini Menyoroti Perlunya Reformasi 

Kebijakan Untuk Melindungi Hak-Hak Anak Dan Mencegah Pernikahan Dini, Serta Pentingnya 

Pendidikan Seks Yang Komprehensif Sebagai Upaya Pencegahan. Dispensasi Perkawinan Harus 

Dipertimbangkan Dengan Hati-Hati Agar Tidak Merugikan Pihak-Pihak Yang Paling Rentan 

Dalam Situasi Ini. 

 

Kata kunci: dispensasi perkawinan, persetubuhan di bawah umur, pernikahan dini, hak anak, 

pendidikan seks. 

 

ABSTRACT : Child marriage resulting from underage sexual intercourse is a legal issue that 
requires serious attention in the context of child protection and law enforcement. This research 
aims to analyze marriage dispensation for individuals who have engaged in underage sexual 
intercourse, as well as its legal and social implications. The research method used is **normative 
legal research**, which focuses on the analysis of legislation and related legal doctrines. This 
approach involves document studies, including Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation 
of Islamic Law, as well as an examination of relevant court decisions. The research findings 
indicate that marriage dispensations are often granted in response to situations where sexual 
relations have occurred, despite being contrary to the minimum age requirements for marriage. 
This raises ethical questions regarding the legitimacy of such marriages and their impact on 
children's rights. This research also found that marriage dispensations can exacerbate the issue of 
early marriage, which negatively impacts the education and reproductive health of adolescents. 
The conclusion of this research highlights the need for policy reforms to protect children's rights 
and prevent early marriage, as well as the importance of comprehensive sex education as a 
preventive measure. Marriage dispensations must be considered carefully so as not to harm the 
most vulnerable parties in this situation.  
 
Keywords : marriage dispensation, underage sexual intercourse, early marriage, children's rights, 
sex education.  
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PENDAHULUAN  

Perkawinan Adalah Berkumpulnya Dua Proses Untuk Membentuk Sebuah Keluarga Perempuan 

Yang Didasari Rasa Cinta Dan Insan Yang Semula Terpisah Dan Berdiri Perkawinan Adalah 

Akad Yang Menghalalkan Kewajiban Serta Tolong Menolong Antara Dan Bermitra. Perkawinan 

Merupakan Suatu Sebagaimana Disebutkan Soelaiman Rasyid, Seorang Laki-Laki Dan Seorang 

Perempuan Sendiri, Menjadi Satu Kesatuan Yang Utuh Antara Seorang Laki-Laki Dengan 

Seorang Kasih Sayang. Sedangkan Menurut Fiqh, Pergaulan Dan Membatasi Hak Dan Yang 

Bukan Mahramnya. 

Hukum Perkawinan Di Indonesia Telah Diatur Secara Baik Dalam Undang Undangnomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ketentuan Undang Undang Perkawinanini Tidak Hanya 

Melihat Perkawinan Dari Aspek Formal Semata Namun Juga Melihat Dari Aspek Religius 

Sebagaimana Tercantum Dalam Pasal 1 Dan 2 Undang-Undang Tersebut (Yunus 2020). Aspek 

Agama Dalam Hal Ini Menetapkan Pondasi Keabsahan Suatu Perkawinan Sedangkan Aspek 

Formal Menetapkan Tiang Tiang Administrative, Sehingga Apabila Salah Satu Aspek Tersebut 

Tidak Terpenuhi Maka Suatu Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Tersebut Diatas Dianggap 

Tidak Sah. 

Sejatinya Perkawinan Merupakan Sebuah Hak Konstitusional Bagi Setiap Warga Negara Yang 

Telah Diamanatkan Dan Termaktub Secara Tegas Di Dalam Undang Undangdasar Republik 

Indonesia Pada Perubahan Kedua Merumuskan Ketentuan Pasal 28 B Ayat 1 Yang Menyatakan 

“Setiap Orang Berhak Membentuk Keluarga Dan Melanjutkan Keturunan Melalui Perkawinan 

Yang Sah Sehingga Kemudian Tidak Boleh Ada Satupun Larangan Bagi Seseorang Untuk Dapat 

Melangsungkan Pernikahan Sepanjang Terpenuhinya Ketentuan Mengenai Perkawinan Yang 

Sah Berdasarkan Undang - Undang Perkawinan Namun Terkait Dengan Pernikahan Usia Anak 

Maka Sudah Sewajarnya Diatur Ketentuan Batas Usia Menikah Untuk Sebagai Sebuah Alat 

Kontrol Bagi Negara (Aldi, Tanbun, & Nugraha, 2019). Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Dalam Hal Ini Telah Berlaku Kurang Lebih Selama 45 (Empat Puluh Lima) 

Tahun Di Masyarakat Sampai Akhirnya Kemudian Muncul Perubahan Atas Undang-Undang 

Tersebut Yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Isinya Hanya Merubah 1 Ketentuan Pokok Yakni 

Ketentuan Mengenai Batas Usia Perkawinan (Asrori, 2015). 

Pembatasan Usia Pernikahan Dalam Undang Undang Perkawinan Yang Membedakan Batas Usia 

Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Yang Diubah Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Dilatar Belakangi Oleh Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

Tertanggal 13 Desember 2018, Putusan Yang Dimohonkan Tiga Perempuan Yang Dinikahi Saat 

Mereka Belum Memenuhi Usia Sah Menikah (Ilma, 2020).  

Dalam Putusan Tersebut Mahkamah Konstitusi Memutuskan Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tidak Konsisten Dengan Prinsip Non-

Diskriminasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan Memberi Jangka Waktu Paling 

Lambat Tiga Tahun Pada Pihak Legislator Untuk Mengamandemen Undang Undang Perkawinan 

(Kurniawan, 2017). 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undangnomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Disahkan Dan Diberlakukan Sejak Tanggal 14 Oktober 2019, 
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Perubahan Tersebut Mengakibatkan Batas Usia Perkawinan Yang Awalnya 19 (Sembilan Belas) 

Tahun Untuk Jenis Kelamin Laki-Laki Dan 16 (Enam Belas)Tahun Bagi Jenis Kelamin 

Perempuan Dirubah Menjadi 19 (Sembilan Belas) Tahun Baik Untuk Untuk Laki-Laki Maupun 

Perempuan (Waqiah, 2019) 

Menurut Kitab Undang-Undang Mencapai Umur Genap Delapan Belas Tahun Hukum 

Perdataperkawinan Tidak Boleh Dilakukan Jika Seorang Jejaka Yang Belum (18), Seperti Pun 

Seorang Gadis Yang Belum Mencapai Umur Genap Lima Belas Tahun (15), Tidak Diperbolehkan 

Mengikat Dirinya Dalam Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan  Perkawinan Hanya 

Diizinkan Jika Pihak Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 1 Sudah Berumur 19 Tahun, 

Sementara Umur Mencapai Umur 16 (Enam Belas Tahun) Pria Mencapai Umur 19 (Sembilan 

Belas) Bab II Pasal 7 Ayat 1 Disebutkan Bahwa Disahkan, Angka Perkawinan Anak Di Jika 

Mengacu UU Nomor 1 Tahun 1974, Kawin.Kenaikan Jumlah Pemohonpengantin Wanita Dibatasi 

Minimal 16 Terlihat Dari Angka Permohonan Dispensasi Dispensasi, Salah Satunya Usai 

Ditahun. Meski UU Nomor 16 Tahun 2016 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sudah Bawah Umur 

Masih Tinggi. Hal Ini Bisa Tahun Dan Pihak Perempuan Sudah Sahkannya UU Baru Tentang 

Perkawinan. Batas Umur Pria Boleh Menikah Minimal Tahun. 

Anak Jika Melakukan Pernikahan Reproduksi Wanita Menjadi Terganggu. Melihat Pernikahan 

Dini Dari Berbagai Baik Bagi Ibu Maupun Anak Yang Dilahirkan, Sosial, Pernikahan Dini Dapat 

Mengurangi Menurut Para Sosiolog, Ditinjau Dari Sisi Dampak Negatif. Oleh Karenanya, Muda 

Dan Cara Pikir Yang Belum Matang. Pemerintah Hanya Mentolerir Pernikahan Di Harmonisasi 

Keluarga. Hal Ini Disebabkan Dikhawatirkan Mempunyai Dampak Negatif Oleh Emosi Yang 

Masih Labil, Gejolak Darah Dampak Negatiflainnya Adalah Kesehatan Aspeknya Memang 

Mempunyai Banyak Atas Umur 19 Tahun. 

Bahwa Risiko Kesehatan Khususnya Kesehatan Reproduksi Merupakan Pertimbangan Yang 

Paling Menonjol Dari Praktik Pembatasan Usia Kawin. Selain Resiko Kesehatansebagaimana 

Disebut Sebelumnya Terdapat Pula Dampak Sosial Lain Dari Terjadinya Pernikahan Usia Anak 

Yakni Tingginya Resiko Terjadinya Perceraian (Latief & Wates, 2019). Perceraian Sebagai Akibat 

Dari Pernikahan Dini Mudah Dilakukan Oleh Pasangan Yang Kesiapan Psikologi, Sosial, Dan 

Finansial Sangat Minim, Dikarenakan Mengasuhanak, Membimbing Istri, Dan Berdaptasi 

Dengan Keluarga Baru Benar-Benar Membutuhkan Kematangan Psikologis Yang Berlapis-Lapis 

Maka Atas Dasar Faktor-Faktor Itulah Ketentuan Pembatasan Kawin Diharapkan Dapat 

Diminimalisir Keadaaan Keadaan Tersebut Diatas (Matondang, 2014). Melihat Resiko Atas 

Penikahan Usia Anak Yang Luar Biasa Banyak Maka Kemudian Muncul Sebuah Pertanyaaan, 

Apakah Pembatasan Usia Pernikahan Sebagaimana Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sudah Tepat Untuk Menjawab Persolan Pernikahan Usia Dini 

Yang Ada, Sehingga Perlu Dikaji Lebih Jauh Mengenai Penerapan Ketentuan Tersebut Pasca 

Perubahan Batas Usia Kawin 

Perkawinan Di Bawah Umur Merupakan Masalah Yang Pelik Dan Sensitif. Pada Dasarnya 

Perkawinan Di Bawah Umur Banyak Terjadi Karena Beberapa Faktor Antara Lain Seperti 

Adanya Kehamilan Sebelum Nikah Yang Terjadi Karena Pergaulan Bebas. Perkawinan 

Dilakukan Untuk Menutupi Aib/Malu Dan Agar Anak Yang Dikandung Mempunyai Status Yang 

Jelas. Selain Itu Karena Faktor Masyarakat Yang Masih Berpikiran Sempit. Di Sebagian 

Masyarakat, Banyak Yang Berpikiran Bahwa Usia Tidaklah Menjadi Halangan Untuk 

Melangsungkan Perkawinan, Walaupun Sebenarnya Belum Mempunyai Kesiapan Lahir Dan 

Batin. Para Orang Tua Menganggap Seorang Perempuan Apabila Sudah Bisa Membaca Dan 
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Menulis Dianggap Sudah Cukup, Tanpa Harus Melanjutkan Kejenjang Berikutnya, Sebab Anak 

Perempuan Kelak Akan Kembali Ke Dapur Rumah. Kebanyakan Orang Tua Lebih Memilih Untuk 

Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Yang Masih Relatif Muda Tanpa Diimbangi Dan 

Memperhatikan Kesiapan Dan Kematangan Fisik Maupun Psikologi Anak Tersebut (Rahmi 

Zahara, A. Hamid Saroeng, Daud Yoesoef, 2013: 66-67) 

 

PERMASALAHAN 

Permasalahan Yang Mungkin Timbul Dari Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd Mencakup 

Berbagai Aspek Yang Melibatkan Kompleksitas Hukum Dan Praktik Dispensasi Perkawinan Di 

Indonesia. Salah Satu Isu Utama Adalah Kurangnya Transparansi Dalam Implementasi 

Dispensasi Kawin, Di Mana Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Belum Dilakukan Secara 

Memadai. Hal Ini Dapat Menyebabkan Inkonsistensi Dalam Putusan Pengadilan, Di Mana Hakim 

Kadang-Kadang Tidak Sepenuhnya Memahami Aturan Yang Berlaku. Selain Itu, Terdapat 

Miskonsepsi Atau Kesalahan Interpretasi Terhadap Konsep Rekomendasi Dalam Perma Tersebut, 

Yang Sering Kali Dipahami Sebagai Dukungan Opsional Bagi Perkawinan Anak, Sehingga 

Diperlukan Pelatihan Tambahan Bagi Hakim Untuk Menerapkan Rekomendasi Dengan Benar. 

Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Juga Menjadi Perhatian, 

Karena Persepsi Tentang Kepentingan Terbaik Anak Dapat Bervariasi. Hakim Mungkin 

Memprioritaskan Kepentingan Anak Yang Menjadi Termohon Dispensasi Atau Memaknai 

Kepentingan Terbaik Sebagai Perlindungan Bagi Bayi Yang Akan Dilahirkan. Tantangan Lain 

Muncul Dalam Implementasi Putusan Dispensasi Nikah Di Lapangan; Meskipun Batas Usia 

Minimum Perkawinan Telah Dinaikkan, Praktik Perkawinan Anak Masih Marak Akibat 

Longgarnya Pemberian Dispensasi. Stigma Sosial Terhadap Keluarga Perempuan Yang 

Mengalami Kehamilan Di Luar Nikah Sering Kali Mendorong Pengajuan Dispensasi. 

Perlunya Edukasi Dan Sosialisasi Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Yang Baru Setelah 

UU Nomor 16 Tahun 2019 Diterbitkan Juga Menjadi Solusi Potensial. Lembaga-Lembaga 

Nonprofit Seperti LBH APIK Makassar Bekerja Sama Dengan Oxfam Dan Mitra Lainnya Untuk 

Mengentaskan Permasalahan Perkawinan Anak Melalui Proyek Creating Space, Yang Fokus 

Pada Sosialisasi Batas Usia Minimal Perkawinan. Terakhir, Evaluasi Kritikal Terhadap 

Kebijakan Dispensasi Kawin Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Implementasinya Tidak 

Melanggar Hak-Hak Anak. Infrastruktur Institusional Seperti Psikolog, Dokter, Bidan, Pekerja 

Sosial, Serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dan 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) Harus Dipertimbangkan Dalam 

Proses Pengajuan Dispensasi Kawin Untuk Memastikan Kepentingan Terbaik Anak Terjaga. 

Dengan Demikian, Permasalahan-Permasalahan Ini Menunjukkan Perlunya Pendekatan Holistik 

Dalam Menangani Isu Dispensasi Perkawinan Di Indonesia. 

METODELOGI PENELITIAN 

Jenis Metode Penelitiaan Ini Merupakan Jenis Penelitian Normatif. Fokus Penelitian Ini 

Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pelanggaran Kode Etik Hakim. 

Sumber Data Penelitian Normatif Berupa Data Sekunder Terdiri Atas Bahan Hukum Primer 

Berupaperaturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Sekunder Yang Digunakan Dalam 
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Penelitian Berupa Pendapat Hukum Yang Dapat Diperoleh Dari Buku Dan Jurnal. 

 

PEMBAHASAN 

Dispensasi Perkawinan Merupakan Mekanisme Hukum Yang Memungkinkan Pasangan Untuk 

Menikah Meskipun Belum Memenuhi Batas Usia Minimum Yang Ditetapkan. Dalam Konteks 

Hukum Indonesia, Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan Diatur Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang Menetapkan Bahwa Pernikahan Hanya Diizinkan 

Apabila Pria Dan Wanita Telah Mencapai Usia 19 Tahun. Namun, Pasal 7 Ayat (2) UU Tersebut 

Memberikan Pengecualian, Di Mana Orang Tua Dari Calon Mempelai Dapat Mengajukan 

Permohonan Dispensasi Kepada Pengadilan Jika Terdapat Keadaan Mendesak Yang 

Mengharuskan Perkawinan Dilangsungkan Meskipun Salah Satu Atau Kedua Calon Mempelai 

Masih Di Bawah Usia Tersebut. 

Dari Dispensasi Perkawinan Mencakup Beberapa Prinsip Penting. Pertama, Perlindungan Hak 

Anak Menjadi Prioritas Utama, Di Mana Keputusan Untuk Memberikan Dispensasi Harus 

Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Termasuk Dampak Psikologis Dan 

Kesehatan Dari Pernikahan Dini. Kedua, Keadilan Dan Kesetaraan Dalam Proses Pengajuan 

Dispensasi Harus Dijaga, Memastikan Bahwa Semua Pihak Memiliki Hak Yang Sama Dalam 

Permohonan Tersebut. Ketiga, Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Sangat Penting Pengadilan 

Harus Memastikan Bahwa Semua Syarat Administratif Dan Substansial Dipenuhi Sebelum 

Memberikan Izin. 

Selanjutnya, Pertimbangan Moral Dan Agama Juga Menjadi Bagian. Mengingat Konteks Sosial 

Dan Budaya Indonesia Yang Beragam, Keputusan Untuk Memberikan Dispensasi Harus 

Mempertimbangkan Nilai-Nilai Yang Dianut Oleh Masyarakat Setempat. Selain Itu, Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Juga Menjadi Tujuan Dispensasi Ini; Dengan Memberikan Izin Kepada 

Pasangan Muda Untuk Menikah Dalam Keadaan Tertentu, Diharapkan Dapat Mencegah Stigma 

Sosial Dan Meningkatkan Stabilitas Keluarga. 

Dasar Hukum Lain Yang Mendukung Proses Ini Adalah Peraturan Mahkamah Agung (MA) 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Ini 

Menetapkan Prosedur Dan Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Pengajuan Dispensasi, 

Termasuk Kewajiban Bagi Pengadilan Untuk Mendengarkan Pendapat Kedua Belah Pihak Calon 

Mempelai Serta Mempertimbangkan Kondisi Psikologis Dan Kesehatan Mereka. 

Dispensasi Perkawinan Mencerminkan Realitas Dan Praktik Yang Terjadi Dalam Pengajuan Dan 

Pemberian Izin Menikah Bagi Pasangan Yang Belum Mencapai Usia Minimum Yang Ditetapkan 

Oleh Undang-Undang. Di Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Batas Usia 

Minimum Untuk Menikah Adalah 19 Tahun Bagi Pria Dan Wanita. Namun, Dalam Situasi 

Tertentu, Orang Tua Dari Calon Mempelai Dapat Mengajukan Permohonan Dispensasi Kepada 

Pengadilan Agama Jika Terdapat Alasan Mendesak Untuk Melangsungkan Perkawinan 

Meskipun Salah Satu Atau Kedua Calon Mempelai Masih Di Bawah Usia Tersebut 

Praktik Dispensasi Perkawinan Di Lapangan Menunjukkan Bahwa Terdapat Peningkatan 

Signifikan Dalam Jumlah Permohonan Dispensasi Setelah Revisi Undang-Undang Tersebut. 

Misalnya, Di Pengadilan Agama Purwodadi, Pada Tahun 2021 Terdapat 901 Permohonan 
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Dispensasi Dari Total 4.217 Perkara Yang Diterima. Hal Ini Mencerminkan Bahwa Banyak 

Pasangan Muda Yang Mencari Jalan Untuk Menikah Meskipun Belum Memenuhi Syarat Usia, 

Sering Kali Didorong Oleh Faktor-Faktor Sosial Seperti Kehamilan Di Luar Nikah, Tekanan 

Sosial, Atau Kondisi Ekonomi Keluarga. 

Dalam Praktiknya, Sebagian Besar Pengajuan Dispensasi Didasarkan Pada Alasan-Alasan 

Seperti Kehamilan Tidak Diinginkan Atau Tekanan Dari Masyarakat Untuk Menikah Demi 

Menghindari Stigma Sosial. Namun, Ada Kekhawatiran Mengenai Kualitas Bukti Yang Diajukan 

Dalam Permohonan Tersebut. Banyak Pengajuan Tidak Disertai Dengan Bukti Yang Memadai 

Untuk Mendukung Alasan Yang Dikemukakan, Seperti Surat Keterangan Dokter Untuk Kasus 

Kehamilan. Ini Menunjukkan Adanya Celah Dalam Penerapan Hukum Dan Prosedur Yang 

Memungkinkan Pengajuan Dispensasi Lebih Mudah Disetujui Tanpa Pemeriksaan Yang 

Mendalam. Selain Itu, Meskipun Ada Regulasi Yang Mengatur Proses Pengajuan Dispensasi 

Secara Ketat, Implementasinya Sering Kali Terhambat Oleh Kurangnya Sosialisasi Dan 

Pemahaman Tentang Kebijakan Baru Di Tingkat Lokal. Hal Ini Menyebabkan Variasi Dalam 

Praktik Antar Daerah Dan Pengadilan, Serta Potensi Penyalahgunaan Mekanisme Dispensasi 

Untuk Legitimasi Perkawinan Anak. 

Putusan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Kwd Menimbulkan Beberapa Permasalahan Hukum Yang 

Signifikan, Yang Perlu Dianalisis Secara Mendalam Untuk Memahami Implikasinya. Salah Satu 

Permasalahan Utama Adalah Validitas Dan Kekuatan Hukum Putusan Itu Sendiri. Dalam 

Konteks Ini, Penting Untuk Mengevaluasi Apakah Putusan Tersebut Telah Memenuhi Semua 

Syarat Formal Dan Material Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku. Hal Ini Mencakup 

Pemeriksaan Apakah Semua Pihak Yang Berwenang Telah Dihadirkan Dalam Proses 

Persidangan, Serta Apakah Prosedur Persidangan Telah Dilaksanakan Secara Adil Dan 

Transparan. Jika Ada Kekurangan Dalam Aspek Ini, Maka Bisa Jadi Putusan Tersebut Dapat 

Dipertanyakan Keabsahannya. 

Selanjutnya, Kita Perlu Memperhatikan Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis 

Hakim Dalam Mengambil Keputusan. Setiap Putusan Pengadilan Harus Didasarkan Pada Alasan 

Yang Jelas Dan Logis. Oleh Karena Itu, Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Ini Sangat 

Penting Untuk Menilai Apakah Keputusan Tersebut Dapat Dipertahankan Jika Salah Satu Pihak 

Memutuskan Untuk Mengajukan Banding Atau Kasasi. Pertimbangan Ini Juga Mencerminkan 

Bagaimana Hakim Menerapkan Norma-Norma Hukum Dalam Konteks Kasus Yang Dihadapi, 

Serta Bagaimana Mereka Menafsirkan Fakta-Fakta Yang Ada. 

Dampak Dari Putusan Ini Juga Tidak Dapat Diabaikan, Baik Dari Segi Sosial Maupun Ekonomi. 

Misalnya, Jika Putusan Berkaitan Dengan Sengketa Harta Waris, Maka Keputusan Tersebut 

Dapat Memiliki Konsekuensi Yang Signifikan Bagi Keluarga Yang Terlibat. Pembagian Harta 

Waris Dapat Mempengaruhi Hubungan Antar Anggota Keluarga Dan Menciptakan Ketegangan 

Atau Konflik Baru. Oleh Karena Itu, Penting Untuk Mengevaluasi Bagaimana Putusan Ini Akan 

Diterima Oleh Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Para Pihak. 

Selain Itu, Terdapat Kemungkinan Bahwa Salah Satu Pihak Akan Mengajukan Banding Atau 

Upaya Hukum Lainnya Jika Merasa Dirugikan Oleh Putusan Tersebut. Proses Banding 

Merupakan Bagian Integral Dari Sistem Peradilan Yang Memberikan Kesempatan Bagi Pihak-

Pihak Untuk Mencari Keadilan Lebih Lanjut. Oleh Karena Itu, Penting Untuk 

Mempertimbangkan Apakah Ada Dasar Hukum Yang Kuat Bagi Upaya Banding Ini Dan 

Bagaimana Hal Tersebut Dapat Mempengaruhi Hasil Akhir Dari Sengketa. 
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Terakhir, Kita Harus Memperhatikan Implikasi Putusan Ini Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Yang Berlaku. Apakah Keputusan Ini Menciptakan Preseden Baru Dalam Praktik 

Hukum Di Pengadilan Agama, Putusan Ini Mungkin Akan Mempengaruhi Penegakan Hukum Di 

Masa Depan Atau Interpretasi Undang-Undang Terkait, Sehingga Menjadi Acuan Bagi Kasus-

Kasus Serupa Di Kemudian Hari, Dengan Menganalisis Berbagai Permasalahan Ini Secara 

Komprehensif, Kita Dapat Lebih Memahami Kompleksitas Kasus Serta Implikasi Dari Putusan 

Yang Diambil Oleh Pengadilan. Hal Ini Juga Membantu Dalam Merumuskan Strategi Hukum 

Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dan Memberikan Wawasan Bagi Pengacara Serta Praktisi 

Hukum Lainnya Dalam Menangani Kasus Serupa Di Masa Depan. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Penyelesaian Dispensasi Perkawinan Yang Tercantum Dalam Putusan Nomor 

98/Pdt.P/2024/PA.Kwd Menegaskan Pentingnya Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Yang Adil 

Dan Transparan Dalam Proses Pengajuan Dispensasi Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Batas Usia Minimum Untuk Menikah Ditetapkan Pada 19 Tahun Bagi Pria Dan 

Wanita. Namun, Dalam Situasi Tertentu, Orang Tua Dari Calon Mempelai Dapat Mengajukan 

Permohonan Dispensasi Kepada Pengadilan Agama Jika Terdapat Alasan Mendesak, Seperti 

Kehamilan Atau Faktor Sosial-Ekonomi Yang Mendesak. 

Penting Bagi Pengadilan Agama Untuk Memastikan Bahwa Setiap Permohonan Dispensasi Yang 

Diajukan Didukung Oleh Bukti Yang Cukup Dan Relevan, Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 

7 Ayat (2) UU Perkawinan. Proses Ini Harus Dilakukan Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas, 

Sehingga Keputusan Yang Diambil Mencerminkan Kepentingan Terbaik Bagi Semua Pihak, 

Terutama Anak-Anak Yang Terlibat. Selain Itu, Pengawasan Terhadap Implementasi Keputusan 

Juga Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Hak-Hak Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur 

Terlindungi Dan Tidak Mengalami Dampak Negatif Dari Pernikahan Dini. 

Meskipun Terdapat Upaya Pemerintah Untuk Mengurangi Angka Perkawinan Anak Melalui 

Regulasi Yang Lebih Ketat, Kenyataannya Masih Banyak Permohonan Dispensasi Yang 

Diajukan. Oleh Karena Itu, Perlu Adanya Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai 

Dampak Negatif Pernikahan Dini Serta Pentingnya Pendidikan Bagi Anak-Anak. Dengan 

Langkah-Langkah Ini, Diharapkan Dapat Mengurangi Angka Permohonan Dispensasi Kawin Dan 

Melindungi Hak-Hak Anak Serta Remaja Dalam Konteks Sosial Yang Lebih Luas. 

SARAN 

Solusi Untuk Permasalahan Dispensasi Perkawinan Yang Tercantum Dalam Putusan Nomor 

98/Pdt.P/2024/PA.Kwd Dapat Diuraikan Dengan Merujuk Pada Dasar Hukum Yang Relevan. 

Salah Satu Solusi Utama Adalah Penerapan Dispensasi Perkawinan Yang Diatur Dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Tersebut, Dinyatakan Bahwa Apabila Terdapat 

Penyimpangan Terhadap Ketentuan Umur Minimum (19 Tahun Untuk Pria Dan Wanita), Orang 
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Tua Dari Pihak Pria Atau Wanita Dapat Mengajukan Permohonan Dispensasi Kepada 

Pengadilan. Pengadilan Agama Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutuskan Permohonan Ini 

Dengan Mempertimbangkan Alasan Yang Diajukan Serta Bukti-Bukti Pendukung Yang Cukup. 

Pengadilan Harus Memastikan Bahwa Alasan Yang Diajukan Dalam Permohonan Dispensasi 

Adalah Alasan Sangat Mendesak, Seperti Kehamilan Tidak Diinginkan Atau Faktor Sosial-

Ekonomi Yang Mendesak. Hal Ini Sesuai Dengan Penjelasan Dalam Pasal 7 Ayat (2) UU 

Perkawinan, Yang Menyatakan Bahwa "Alasan Sangat Mendesak" Adalah Keadaan Di Mana 

Tidak Ada Pilihan Lain Dan Sangat Terpaksa Harus Dilangsungkan Perkawinan. Proses 

Pengajuan Permohonan Dispensasi Juga Harus Dilakukan Dengan Transparansi Dan 

Akuntabilitas, Di Mana Pengadilan Agama Wajib Mendengarkan Pendapat Dari Kedua Calon 

Mempelai Dan Mempertimbangkan Kondisi Psikologis Serta Kesehatan Mereka Sebelum 

Memberikan Keputusan. Ini Sejalan Dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Yang Menekankan Pentingnya 

Mendengarkan Kedua Belah Pihak. 

Selain Itu, Pemerintah Dan Lembaga Terkait Perlu Memberikan Dukungan Sosial Dan Edukasi 

Kepada Masyarakat Mengenai Dampak Negatif Dari Pernikahan Dini. Kampanye Kesadaran 

Tentang Kesehatan Reproduksi, Pendidikan, Dan Hak Anak Harus Ditingkatkan Untuk 

Mencegah Fenomena Perkawinan Anak, Agar Masyarakat Memahami Konsekuensi Jangka 

Panjang Dari Pernikahan Dini Dan Pentingnya Pendidikan Bagi Anak-Anak. Setelah Dispensasi 

Diberikan, Perlu Adanya Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pasangan Yang Menikah Di Bawah 

Umur Untuk Memastikan Bahwa Hak-Hak Mereka Terlindungi Dan Tidak Mengalami Dampak 

Negatif Dari Pernikahan Dini. Pengadilan Agama Harus Memiliki Mekanisme Untuk Memantau 

Kondisi Pasangan Tersebut Setelah Menikah, Termasuk Akses Mereka Terhadap Pendidikan Dan 

Kesehatan. 

Dasar Hukum Dari Solusi Ini Mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Peraturan 

Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. Dengan Menerapkan Solusi-Solusi Tersebut, Diharapkan Dapat Mengurangi 

Angka Perkawinan Anak Di Indonesia Serta Melindungi Hak-Hak Anak Dan Remaja Dalam 

Konteks Sosial Yang Lebih Luas. 
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